A

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 90 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tanggal 23
Desember 2020, perihal evaluasi terhadap pengelolaan
hibah dan bantuan sosial, perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 90
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu
Raya Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15});

6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 90 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun
2020 Nomor 90},

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 90 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 90 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020
Nomor 90), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 11 dan angka 13 Pasal 1 dihapus serta
angka 10 dan angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dihapus.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
yang melaksankan pengelolaan APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan
Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Dihapus.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

Dihapus.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
oleh pengguna anggaran.

Laporan Keuangan Pengguna Anggaran adalah laporan keuangan
yang menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan,
kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi
penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan yang dibuat secara
periodik.

SKPD Pengendali adalah SKPD yang secara fungsional
mempunyai hubungan/membidangi berkaitan uraian/nama obyek
hibah/bantuan sosial dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah
Daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial
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Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung
oleh individu, keluarga dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana
alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingat NPHD
adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan
penerima hibah.

Organisasi kemasyakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profiesi, fungsi, agama, dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta
dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang
bersifiat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-
undangan.

Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1
(satu) tahun

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKFD
sebelum disepakati dengan DPRD.

Sistem Informasi Manajemen Hibah dan Bantuan Sosial yang
selanjutnya disebut SIM HIBAH-BANSOS adalah sistem informasi
yang digunakan oleh SKPD dalam mengelola mekanisme usulan
Hibah dan Bantuan Sosial serta administrasi pada Bendahara
Pengeluaran SKPD, khususnya dalam hal pengelolaan dana
bantuan sosial dan hibah.

. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 4 diub ah, sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota lainnya;

¢. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
d

. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan hukum Indonesia; dan

e. Partai Politik di daerah.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

setelah memperioritaskan pemenuhan belanja urusan wajb dan
belanja urusan pilihan.

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan

untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
Pemerintah Daerah dengan memperhatikan azas keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.



(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
kriteria paling sedikit:
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak
tumpang  tindih pendanaannya  dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau
pemerintah provinsi atau kabupaten/kota lainnya sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

3. partai politik; dan/atau
4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,;

d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan; dan

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu)
ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
a. satuan Kkerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non-
kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang
bersangkutan;

b. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi
urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan
untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.

(2) Hibah kepada pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan
kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1} huruf c diberikan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk
meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari
pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada:

a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial
yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial
yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan
oleh Menteri dan/atau Kepala Daerah;

c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela yang bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui
oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui
pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau
kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan memenuhi Kriteria yang ditetapkan
oleh SKPD yang membidangi urusan wajb bukan pelayanan
dasar koperasi.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d
diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak
asasi manusia/Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(7} Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf e diberikan partai politik yang mendapatkan kursi di
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6

(1} Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;

b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
dan

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar
wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah
pemberi hibah.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan
hukum dan hak asasi manusia/Kementerian Dalam Negery;



b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
dan

c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A,
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD tahun
anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

6. Ketentuan ayat (1} dan ayat (3] Pasal 9 diubah dan ayat (2) dihapus,
sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)
(3)

Pasal 9

Hibah berupa uang serta barang dan/atau jasa dicantumkan dalam
RKA-SKPD.

Dihapus.

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
pengganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah dan ayat (3) dihapus,
sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 10

Hibah dalam bentuk uang serta barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dianggarkan pada SKPD terkait
menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program,
kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
perangkat daerah terkait.

(2} Obyek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota lainnya;
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah;
d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia; dan/atau
e. Partai Politik
(3) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Berdasarkan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),
Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan
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besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD.

Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga
Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang serta barang dan/atau
jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
(2) Dihapus.

Ketentuan ayat (4} Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal: 13
(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang
ditandatangani bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah.

(2) NPHD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat ketentuan mengenai:

pemberi dan penerima hibah;

tujuan pemberian hibah;

besaran atau rincian penggunaan hibah yang akan diterima,;
hak dan kewajiban;

tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

tata cara pelaporan hibah.

m e a0 gD

(3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani NPHD. '

(4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari SKPD selaku pengguna
anggaran/barang.

Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga
Pasal 16 berbunyi sebagai berikusj

Pa: 16

(1) Penerima hibah berupa uang serta barang dan/atgu jasg
menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui
kepala SKPD terkait.

(2) Dihapus.
Ketentuan ayat (1) Pasal 17 dubah dan ayat (2) dihapus, sehingga
Pasal 17 berbunyi sebagai berikt:

Pesal 17

(1) Hibah berupa uang serta barang dan/atau jasa dicatat sebagai
realisasi jenis belanja hibah pada SKPD dalam program dan
kegiatan pada SKPD terkait.

(2) Dihapus.



13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18

Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah berupa uang

meliputi:

a. proposal;

b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah uang;

c. NPHD;

d. pakta integritas dan penerima hibah yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

e. bukt transfer uang atas pemberian hibah.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah dan ayat (2) dihapus,
sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32
(1) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA-
SKPD.
(2) Dihapus.

(3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 33 diubah dan ayat (2) dihapus,
sehingga Pasal 33 berbunyi sebagat berikut:

Pasal 33

(1) Bantuan sosial berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait menurut
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan,
dan sub kegiatan sesual dengan tugas dan fiuungsi perangkat daerah
terkait.

(2) Dihapus.

(3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

16. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Berdasarkan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(1}, Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima,
dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

17. Ketentuan ayat {1} dan ayat (3} Pasal 35 diubah dan ayat (2) dithapus
dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4}, sehingga Pasal 35 berbunyi
sebagai berikut:
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Pasal 35

(1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dicantumkan dalam
RKA-SKPKD.

(2} Dihapus.

(3) RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dalam
APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah dan ayat (2] dihapus, sehingga
Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36
(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang

berdasarkan atas DPA-SKPD.
(2) Dihapus.

Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga
Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan barang menyampaikan
laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala
SKPD terkait.

(2) Dihapus.

Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga
Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicatat sebagai realisasi
jenis belanja bantuan sosial pada SKPD dalam tahun anggaran
berkenaan.

(2) Dihapus.

Lampiran | diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Lampiran Il diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Lampiran Il diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIl yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 gaa'nbg’

BUPATI KUBU RAYA,

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal.. 30 [ esemb € 2020

SEKRER4 RIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

$

YUSRANANIZAM
BERITA DAE RAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020 NOMOR.104 . .



LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR o4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KUBU RAYA NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUAS! HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

1. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH

Nomor
Lamp.
Perihal

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

............. gan cmainiics Brases
Kepada Yth.
1 (satu) berkas
Permohonan Hibah BUPATI KUBU RAYA
............................ -
Sungai Raya

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah Kabupaten
Kubu Raya, dan dalam rangka menujang kegiatan
lembaga/organisasi/pemerintah ... ! kami
mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk
hibah berupa uang/barang*, sehingga pelaksanaan tugas dan
fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan alktif
dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya
berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian
hibah tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami
sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan
Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Pemohon

(Kepala Ormas/LSM/Perorangan




2. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI
A. HASIL EVALUASI USULAN/PROPOSAL HIBAH DALAM BENTUK

/NILAI
HIBAH
YANG
DISETUJU

UANG
NO NAMA ALAMAT URAIAN JUMLAH
CALON KEGIATAN
PENERIMA YG
HIBAH DIUSULAN
1 2 3 s Y
3 = d
3 | DSl
4 |dst L& .

B. HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH DALAM
BENTUK BARANG

NO NAMA | ALAMAT | URAIAN | JUMLAH | REKOMENDASI |
CALON KEGIATAN | UNIT |
PENERIMA YG JML | JML
HIBAH DIUSULAN UNIT | Rp.
1 AL 8 Bole). B | spey
1 = . =
N E . i
3 ! 4 |
4 |dst )y WVC N 2 |

KEPALA SKPD ......cccoviaens




3. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
A. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK
UANG

Pada hari im ................... , tanggal .................... I . i tahun
...................... Yang bertanda tangan di bawah ini
I Nama A R L A R
NIP
Pangkat 2 L e g by e et By iy e o RS R
Jabatan e e e B T L e B S R R
Unit Kerja
Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Kubu Raya yang
selan jutnya disebut PIHAK PERTAMA

I Nama
No KTP :
Jabatan dalam OrgamsaSI B R s s e g e Ble s s i s ek e a sbre e S waian
Alamat
Yang bertindak untuk dan atas nama ...
(oppanisasi) | i Desa/Kelurahan

Kecamatan ..........cccceeevneenn. Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah
dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa
uang sebesar RP .......ccoiiviiniiinnnn. e o e A e B, rupiah)
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

P SO SERORS |
Pasal 2
(1) Pencairan dana hibah dilakukan secara ................. sesuai alokasi yang
ditetapkan.

(2) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan kepada PIHAK

PERTAMA, dengan dilampiri:

a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

b. Fotocopy Rekening yang masih aktif;

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa
hibah vyang diterima akan dipergunakan sesuai dengan
peruntukannya.

(3) PIHAK KEDUA setelah menerima dan hibah dari PIHAK PERTAMA,
segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.



Pasal 3

(1) PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas
pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah
disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) PHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan
penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila
PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas
penggunaan hibah  berdasarkan laporan pertanggungjawaban

penggunaan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.

(3) PHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila
seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan
dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan
benar berdasarkan hasil verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Kubu
Raya.

Pasal 5

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga),
lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga
mempunyal kekuatan hukum sama.

(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih
lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah) {Nama Pemberi Hibah}

B. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK
BARANG/JASA

Pada hari ini .........cc.ooeenee o RamgEal e sesiesiaies OOlam e, tahun

Unit Kerja W e BT A e e N et e e

Yang bertindak untuk dan atas mama Bupati Kubu Raya yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

I1 Nama T T B L e e e P P
No KTP Db b A L L LR T S e B S U L
Jahatan dalan OFgaISant © .. .oci i i esaissasesrsa v ara st aiaa s Ea e



Yang bertindak untuk dan atas nama
................................. (organisasi) vresssnnnenaness . D€Sa /Kelurahan
..................... Kecamatan........................ Kabupaten Kubu Raya

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah
dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

(1) PHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa
barang sejumlah .................. unit dengan nilai sebesar Rp
...................... iesis cans ainnvanianhon sieimarnrprens s SUREHRRL)

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

Pasal 2

(1) PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dalam
kondisi keadaan baik.

(2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan
berita acara serah terima barang.

(3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah
penandatanganan NPHD ini.

Pasal 3

(1) PIHAK KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai
dengan peruntukan.

(2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas
penggunaan hibah  berdasarkan laporan pertanggungjawaban
penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

(3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga),
lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga
mempunyai kekuatan hukum sama.

(4) Hal-hal lain yang belum tercantum dailam NPHD ini dapat diatur lebih
lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah)



4. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH
A. LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG

DITERIMA OLEH

Nomor Kepada Yth.
Lamp. 1 (satu} berkas
Perihal Laporan Penggunaan BUPATI KUBU RAYA
Dana Hibah Melalui Kepala SKPD
di-
Sungai Raya
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati
Laporan Penggunaan Dana Hibah sejumlah Rp .......................
e R e N rupiah}
Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai
dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut :
RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH
NO ~ PENGGUNAAN JUMLAH KETERANGAN
1 2 3 15 SV
1
2 Bl . > el
= )
. % 1.
TOTAL R el

Bukti-bukti disimpan dan dipergunakan oleh penerima

hibah selaku obyek pemeriksaan.
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah




B. LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU
JASA YANG DITERIMA OLEH .........ccconnnuee

Nomor
Lamp.
Perihal

TAHUN ANGGARAN ...................

............. idssnninies e
Kepada Yth.
1 (satu) berkas
Laporan Penggunaan BUPATI KUBU RAYA
DanaHibah
di-

Sungai Raya

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati

Laporan Penggunaan Hibah sebanyak ................... unit dengan
ST B e ava b essnasminastsaanyans TR T P e S o rupiah)

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukkannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.
Hormat kammi,

Penerima Hibah,




5. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA ALOKASI DANA
BANTUAN HIBAH
A. BERITA ACARA SERAH TERIMA ALOKASI DANA BANTUAN
HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DAN/ATAU JASA

Pada hari ......... tanggal ....... bulan ........ tahun .......... , bertempat di ......
kami yang bertandatangan di bawah ini :

S et o AT s Bupati Kubu Raya/Pejabat yang ditunjuk yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

A UL TS s . Ketua Lembaga/Organisasi/ Anggota
Masyarakat .......c.cccocvinnenns yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak ............ unit dengan
Ll | memeRaE T B o sevremasaneesimverias iy o 0 R N R
rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
BUPATI KUBU RAYA/ KETUA
PEJABAT YANG LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGOTA
MEWAKILI MASYARAKAT ..........ccuue

e S S ) e B isaramasssisossvsin)

B. BERITA ACARA SERAH TERIMA ALOKASI BANTUAN HIBAH
BERUPA UANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA ALOKASI DANA BANTUAN HIBAH
BERUPA UANG

Pada harn ......... tanggal ....... bulan ........ tahun .......... , bertempat di ......
kami yang bertandatangan di bawah ini:

P e Bupati Kubu Raya/Pejabat yang ditunjuk yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

R S S S Ketua Lembaga/Organisasi/ Anggota
Masyarakat ........ccevivninnens yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan
alokasi dana bantuan hibah kepada PIHAK KEDUA sejumlah
DR ciniimsinnas AR T Rupiah) dan PIHHAK KEDUA telah
menerima Alokasi Dana Bantuan Hibah Tahun Anggaran ........... dari



A THRSHERIRE ettt <o diterima.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAKKEDUA
BUPATI KUBU RAYA/ KETUA
PEJABAT YANG LEMBAGA/ORGANISASI/ ANGGOTA
MEWAKILI MASYARAKAT .........c.cc...



6. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWARB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama T el L e N T L L R U B R

Jabatan s o s i F B s

Alamat

......................................................................................

o R A PR

No Hp e g e Y Ll Ao N PR

Dengan ini menyatakan bahwa:

19

2.

Semua dokumen persyaratan yang kami sampaikan adalah sudah
benar dan sah dapat dipertanggungjawabkan;

Akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan
dana bantuan hibah paling lambat tanggal 31 Desember 20.... dan
dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;

Apabila Laporan Pertanggungjawaban tidak disampaikan pada tahun
berkenaan maka penerimaan hibah tidak akan mendapatkan bantuan
pada periode berikutnya;

Jika sampai dengan tanggal 31 Desember 20.... terdapat sisa dana
hibah, akan kami kembalikan ke RKUD Pemerintah Kabupaten Kubu
Raya paling lambat jam 12.00 tanggal 31 Desember 20....;
Bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai
Surat Keputusan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta Rincian
Anggaran Biaya yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terdapat
hal-hal yang berakibat hukum akan menjadi tanggung jawab kami
sepenuhnya.

Penerima hibah ...................
Meterai Rp. 6.000




7. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
DANA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah imi :

Nama lengkap B e e e v sa s aa s vaa v sl siivisiaTa
Al g R e L I D
Nomor KTP B S it e o 3 B A RN 5 9 i
Rl S I T S B U] | 21, e e o mide f il s oMo n s shns dd s ms Faiinanns seesasnaradnnnss

Dengan ini menyatakan bertanggungjawab penuh atas penggunaan
dana Bantuan Sosial yang telah diterima dari Pemerintah Kabupaten
Kubu Raya sesuai dengan Surat Permochonan kami yang telah
ditandatangani dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai
dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
tanpa adanya unsur paksaan dari manapun,

Penerima hibah



8. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH
A. PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERUPA UANG

KOP ORGANISASI /LEMBAGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, yang bertandatangan dibawah ini:
Nama B = i ol oK o Rl R e A Bt e 4 B o S o 5
Jabatan e A T A N AT

Nama Lembaga

Alamat Lembaga R e S P s Ry R
Nomor Telp/HP R O PP

Dengan ini menyatakan bahwa:

Dalam rangka pengurusan Bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupaten

Kubu Raya dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan menggunakan dana hibah yang diterima sesuai dengan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHDJ;

2. Tidak melakukan komunikasi yang mengarah kepada Kolusi,
Korupsi, dan Nepotisme (KKNjJ;

3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwebang apabila
mengetahui ada indikasi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKNj;

4. Tidak memberikan sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan
bantuan hibah yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau
gratifikasi.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta

Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima hibah ...................
Meterai Rp. 6.000




B. PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA
KOP ORGANISASI /LEMBAGA

Saya, yang bertandatangan dibawah ini;

Nama et R LR T e U
Jabatan s o T WO
Nama Lembaga B S e b e S T T T R 3
Alamat Lembaga BNl AN A I T e o 4458 €5 401 S ALV A 2
Nomor Telp/HP dy e RN e B S S R U

Dengan ini menyatakan bahwa :

Dalam rangka pengurusan Bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupaten

Kubu Raya dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. akan menggunakan dana hibah yang diterima sesuai dengan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

2. Tidak melakukan komunikasi yang mengarah kepada Kolusi,
Korupsi, dan Nepotisme (KKN);

3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwebang apabila
mengetahui ada indikasi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);

4. Tidak memberikan sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan
bantuan hibah yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau
gratifikasi.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta

Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima hibah ................ A
Meterai Rp. 6.000

URATI KUBU RAYA,

\ WAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tagggal...p0. ODesember20p0

SEKRE S DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

4
YUS ZAM

BERITA RAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020 NOMOR._.[04 .



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR (04 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 90 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

1. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
A.BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT

Nomor
Lamp.
Perihal

KOP ORGANISASI /LEMBAGA

............. e o
Kepada Yth.
1 (satu) berkas
Permohonan Bantuan BUPATI KUBU RAYA
Sosial
di-
Sungai Raya

Sehubungan dengan adanya Kegiatan ... g
Ui S ; (Kelompok/ Anggota Masyarakat)
...................... bermaksud mengusulkan permohonan bantuan
kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan
bantuan biaya sebesar YO A R |

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya
sebagai berikut:

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami
lampirkan proposal kegiatan dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenaan dan bantuan
Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemochon

(Kepala Kelompok/Anggota
masyarakat)




B. BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU
Kepada Yth.
BUPATI KUBU RAYA

di-
Sungai Rava

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama -

Tempat Tanggal Lahir
Pekerjaan

Agama

Alamat

No KTP/NIK

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya kepada Bapak agar
dapat saya pergunakan baik untuk pembelian obat-obatan, pengobatan
maupun untuk kepentingan lainnya dalam masalah perawatan dan
penyembuhan.

Demikian permohonan disampaikan, atas perhatian bapak diucapkan
terimakasih.

Hormat Saya,

Pemohon



2. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL
BANTUAN SOSIAL

A.HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG

NO NAMA CALON URAIAN JUMLAH BESARAN/NILAI
PENERIMA BANTUAN USULAN BANTUAN
SOSIAL SOSIAL YANG
i A DISETUJUI
= 2 3 4 5
1
2 =
3 R
4 |dst 1.7
KEPALA SKPD ................ ’

BENTUK BARANG

B. HASIL. EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

NO NAMA CALON URAIAN | JUMLAH | REKOMENDASI
PENERIMA USULAN UNIT JML JML Rp.
BANTIAN SOSIAL |  UNIT _

1 2 3 4 5 6

1

2 d N ] |
— 3 —

4 |dst -

KEPALA SKPD ................,




3. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
SOSIAL

A. LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUFPA

UANG YANG DITERIMA OLEH ................
............. TS | N
Nomor : Kepada Yth.
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan BUPAT! KUBU RAYA

Dana Bantuan Sosial
di-
Sungai Rava

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati
Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Triwulan
....................... sejumlah Rp ..

Dana bantuan sosial yang karm tenrna telah digunakan
sesuai dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN  SOSIAL

TRIWULAN .....
| NO PENGGUNAAN JUMLAH | KETERANGAN |
| 3 2 2 3 < |
[ 3 |
I
3' _— —_—
4. | dst '
TOTAL q

Bukti-bukti disimpan dan dipergunakan oleh penerima
hibah selaku obyek pemeriksaan.
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,




B. LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BARANG YANG

DITERIMA OLEH ......cccooneunnnne
TAHUN ANGGARAN ........o.cc.ooo..
............. ektsecirnisd v x
Nomor Kepada Yth.
Lamp. 1 {(satu) berkas

Perihal

Laporan Penggunaan BUPATI KUBU RAYA
Dana Bantuan Sosial
di-
Sungai Raya

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati
Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak ..................
unit dengan nilai R RN

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai
dengan peruntukkannya.
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,




4. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

NOMOT: ..cccviviininnnnnnns
Pada hari ......... tanggal .......bulan ....._.. tahun .......... , bertempat di ......
berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor ......... tanggal
................. tentang bantuan sosial, kami yang bertandatangan di bawah
ini:
N ik K e s 5 S o e R Bupati Kubu Raya/Pejabat yang ditunjuk yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
PR R TR AT R N Ketua Kelompok/ Anggota Masyarakat
.......................... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak ............ unit dengan nilai
BEOERAr BRI Luivuiciisiississivensis B MR Tt ghtasess o v b A Saimnnnis o' rupiah)

diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
BUPATI KUBU RAYA/ KETUA KELOMPOK/ANGGOTA
PEJABAT YANG MEWAKILI MASYARAKAT ......ccvovenee



5. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah imi :

Nama lengkap G e B S el et v i o A S s i SR AR R
Alamat lengkap SRR R T U R S
Nomor KTP S S s S T T e e SRS SR

Jabatan dalam organisasi

Dengan ini menyatakan bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana
Bantuan Sosial yang telah diterima dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
sesuai dengan Surat Permochonan kami yang telah ditandatangani dan
membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
tanpa adanya unsur paksaan dari manapun.

Penerima Bansos ................

6. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS DANA BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS DANA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap L TR R T R —
Alamat lengkap A T AT e
Nomor KTP/Kartu Pengenal R s S ey S

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah menerima Dana
Bantuan sosial Kemasyarakat dari Pemerintah kabupaten Kubu Raya
melalui APBD Tahun Anggaran 20.., maka segala sesuatu yang
berkenaan dengan penggunaan dana dimaksud menjadi tanggung
jawab penuh kami selaku pihak yang menerima.

Atas dasar tersebut maka :

1. Kami bersedia menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

atas penggunaan dana bantuan sosial tersebut.



2. Apabila dikemudian hari ternyata Laporan pertanggung Jawaban
(LPJ) atas penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan
peruntukan dan kondisi yang sebenarnya, maka kami akan
bertanggungjawab penuh dan bersedia menerima sanksi sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal .................
Yang Membuat Pernyataan

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA | DRIAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal..3¢. . Oesember 2020

SEKREAARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

3
YUS ANIZAM
BERITA [PAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020 NOMOR..I164_.



LAMPIRAN 111

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR (p4 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 90
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENERBITAN SP2D BELANJA BANTUAN HIBAH YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

NO

URAIAN

PEMOHON

BUPATI

SKPD TEKNIS

BENDAHARA
PENGELUARAN
SKPD

TAPFD KUASA BUD

BANK

1

2

3

4

&

7

8 10

11

1

v._:ha_:a.. belanja hibah deri Calon
Perte’_a Hihah dengan
voa._ﬂon_...osrb tertulis kepgda Bupati
melalti ggtda den dilampin dengen
prap , Porayaratan administrasi
dan dokumen teknis lainnys

one Tertulty

Proposal. persyarntast admifiatras
dan dokumen teknia lainnya di
rekap olel, bagian Keara untuk
diinpyi ke Aplikesl SIM HIBAH
BANSOS

Dokumen Perméhonan yang sudah
mﬁoﬁnm 250 sistern APlilas SIM-
HIBA, P2\S0S dissmpnilan
wovnhw@?mc terkajt meausi dengan

bidangnva.




NO

URAIAN

SKPD TEKNIS

BENDAHARA
PENGELUARAN
SKPD

2

SKPD melakukan venfikasi dan
evaluasi keabsahan dan
kelengkapan perayaratan
Permahond® Hibah Y88 ditarimanyal
da_ 2akre'™® Dasrah Majaini
mwhn._mm.bo Ke"iahteraan Rokyat
de8an mONEEYNakan Jitam
Aplikasi SIM- HIBAH BANSOS

Tidak Sesusl

Kepals SKPD terkait menyampaikan
haag svalueei belanja hjbah berupa
rekomendasi kepada TAPD

&

ITAPD membarikan pertimbangsn
atan rakeMenda seatnd dengan
perioritan dan kernam Pl an

ksuangan dasrah kepada Bupati

KUABA BUD




NO

URAIAN

PEMOHON

SEKDA BAG.
HESRA

8KPD TEKNIS

KUASA BUD

BANK

2

3

10

11

Bu menetapkan peredTyjuan
por®ima hibah dituangkan gelam
bentuk porsetyjuan Bypati dalt
menjay; JaRr pencaniumen alokasi
RNGEAT, . Belanjs Hibah dalam
rancangan KUA dan PPAS

Penletapan Perda APBD dan
Penjabaran APBD

SKPD terkait menyampaikan daftar
Penerima Hibah beserta Uang yang
akan dihibah ke Sekda Bagian Keara
untuk diterbitkan Keputusan Bupati
Berdasarkan DPA SKPD

SKPD trengafulun

Kaputusan Suped

10

Bupan menetapkan Daftar Penenma
Hibah beserta besaran uaig yang
akan dihibahkan dengan Keputusan
Bupati

p

11

Penerima belanjs hibah herupa uang
meNgajukan permchonan P¥ncairan
belanja hibah kepads Bupati melaluj

SKPD Terkait




BENDAHARA

NO URAIAN PEMOHON BUPATI SEKDA BAG. SKPD TEKNIS PENGELUARAN TAPD KUASA BUD BANK
KESRA SKPD
1 2 3 4 S ] 7 8 i0 11
12 |5etiap pemberian H—Ed,s Hibah
befUpa uang ditu®T8k, . al®™ —
NPHO vang n—mwdﬂnnhghg—_ O_.u__._ mangajukan
BUP&t atay Pejsbat yang dip, njuk ( St
Kepala SKPD) dan Panerima Hibah et
Turblt Ilﬁl
Droscrnan =N Tarhl
NPHD N

Satelah NPHD di tanda tangam olel
kedug nelsh Pihak, Kepala SKPD
terkai meMenntahiyn kepada
wn..u-r!i Pengelusran SKPD untuk
membunt SPP L8

F Dokuean pancaian
Hiah
]
14 |Pensrima hibah berupa uang 2L
tengkapi dekumen parsvaratan Warfias/P snpecakan
|poncairan Ketorgimpan




URAJAN

BUPATI

SEKDA BAG.

SHPD TEKNIS

BENDAHARA
PENGELUARAN
SKPD

TAPD

KUASA BUD

BANK

2

4

i

10

11

Jika proposa) Penenma bsianjs
hibeh lernBkRP, Taka dit, Litkan SPP
- LS oloh Bengshara Pey luaran

[SKPD, dan ya tidak lengkap, berkas

dikambaliy,n ke Penerima untuk
dilengkapi barksanya

e

Bendahara Pengeluaran mersgisier
dokumsp SPP - LS dan

n...ush&.u_.w berkas Penarima
belanja hitoah Yang sudsh diproses
Atau giterbitkan SPP - LS-nya,
borkas di sershkan ke PPK - SKPD.

17

Bandahara Penioluaran meregister
dokumen SPM - LS dan
mANEATSIPKAN |Larichs paneTima
belanja hibah yang sudeh diproses
ateu diterbjtkan gpM - LS-nys:
berkas dizgerahken kg PPK - SKPD
untuk ditandatangsni

18

Kuasa BUD menerbitkan SP2D

SP2D

Dok 5P20

19

Kutasa BUD mongotwoneas; dan
menyerahkan SP2D ke Bank




NO

URAIAN

PEMOHON

BUPATI

SEKDA BAG.
KESRA

SKPD TEHNIS

PENGELUARAN
SKPD

TAPD

KUASA BUD

2

3

4

5

6

10

11

20

Berdasarikan $SP2D vang diterima,
Bank melakukan pencairkan Dana

%)
o @

Pencairan Dana

']

21

Bank membiiat Nota Debat dan
kemydian mentransfer uang ke
Rekening Lembaga Penerima Belanja
Hibah

P20
o

=

58

-5

v

Paner;ma Belanja Hibah wagib
meniftinakan hibah sesuai NPHD
dem/atat) perubahan NPHD dan
dilsrang mengalihkan hibah yang
diterima kepada pihak lain

1

Fraturit Gl Hibh Wl
U Sengan HPHD

23

Penerm# be [anja hibah

pettanggutgjawab, baik formal
i AUTUE Mate) Alas PengRUn AR
J : o Honge
pelinia hibah yang diterima
.H.um.u_.-,m_
: ran Pel naan belanja
Biicps s e
b. Surat i
Permyataan tanggung jawnb
P80 nan polania hibah yang
dilyrime telah digunakan sssuai
dengan NPHD

c. Sukt-huiti pengeluaran yang
lengkap dan yal sssui dengan
ketentuan peraturan perundang-
E&Eﬁ-




SEKDA BAG. BENDAHARA

URAIAN PEMOHON BUPATI SKPD TEKNIS PENGELUARAN TAPD KUASA BUD
KESRA
S8KPD
2 3 4 5 6 7 10

Laporan Penggunaan Belanja Hibah

isamPaikan olgh Peperima belanja
hibah kepada Bupati melalui SKPD e e
bericait e Sy

pctiohy
waj Laporwn
' .n..4_w= Ly vtﬁl_.




2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN SP2D BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH
A. BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

BENDAHARA
NO URAIAN PEMOHON BUPATI SEKDA BAG. SKPD TEXNIS PENGELUARAN TAPD BPEAD SRUAGA BANK
KESRA BUD}
SKPD
] 2 3 3 5 3 4 10 ia

1 |Anggota/kelomDo) masyarakat

menyampaikan u ulan/proposal
tertuiis kepada Bupat.

2 |Proposal, perwyaretan administrasi
dan dokumen taknie Leinnya di
rekap oloh bagian Kesra

3 |Dokumen permohonan yung sudsh
dientTy pade sintem Aplikasi SIM-
HIBAY paNgPS disampaikan
kepada §-pry terkait seauai dengan LT

bidengnys. bagan Kawe ke SKPC
Iicrtn vl choarias




NO

URAIAN

FEMOHON

SEKDA BAG.

SHPD TEKNIS

BENDAHARA
PENGELUARAN
BKPD

BANK

2

11

SKPD melakulan varifikasi den
evalunei keabgahan dan
kelengkapan gv__ﬂ;.g yang

permohonap o, Y47 sosial

&iﬁ:- Dasrsh

malal ternan
Rakyay denefn Mhnggunakan

Sintarn Aplikasl S{M- HIBAH
BANSOS

i
|

Tickak Sasual

]

Kepala SKPD terkait menyampaikan
__.Sin evaluasi bantuan sosin]

berupa rekomendasi kepada TAPD

TAPD membetilan pertimbangan
atas rekomendasi weavnl dengmn

parioritas dan kemampuan

ksuangan daerah kepada Bupati

Bupati manemapkan persstljuan

dasar pencantuman aiokes;

rancangan KUA dan PPAS

persetjuan Bupati dan menjacdi

anggaran Belanjs Bansos dalam

Penetapan Perda APBD dan
Penjabaran APBD




SEKDA BAG. s BPKAD (KUASA

SHPD TEKNIS PERGELUARAN TAPD
NO URAIAN PEMOHON BUPATI KESRA G BUD)
SKPD
1 2 3 4 S 7 10
9 SKPD terkait menvampaikan daftar r
Penerima Hibah beserta Uang yang _ ﬁm__s —
akan dihibah, ke Sekda Bagian S50 mectepan _V.l....!
Kesra untuk diterbitkan Keputusan
Bupati Berdasarkan DPA SKPD Eupl

uang dengan Keputusan Bupati

10 |Bupati menetapkan Daftar Penerima
Bantuan sosial beserta besaran 7

11 |Penerima belanja bansos berupa
uang mengajukan permchonan
kepada Bupati melalui SKPD terkait P ] Bie 1= | F ]

12 |Penerima belanja bantuan sosial
berupa uang melengkapi dokumen
persyaratan pencairan disertai
dengan Surat Rekomendasi dari
SKPD terkait

1]
{

[

o




NO URAIAN

PEMOHON

BUPATI

SEKDA BAG.
KESRA

SKPD TEKNIS

BENDAHARA
PENGELUARAN

TAPD

BPKAD (KUASA
BUD)

1 2

L]

10

13 |Jikn proposal Penerima belanja
bantugg sosial lengkap maka

Pengelv&TN gKPD, dan jika tidak
lengkap, borkan di kembalikan ke
penerima untuk di lsngkapi
berkasnya.

diterbit | SPP - 18 oly;, Bendahara

Longkap

Proses 5PP-LS

14 IBandahara Pengtluamn merogister
dokumen SPp - LS dan
mengarsipkan PeTkag ponerima
vo_-an Bantuln sosis] yang sudah
dil_ wes atau diterbitkan SPP - LS.
nya, barkas di semhkan ks PPE -
SKPD

olkumen SPM - L3 dan
men EAMipkan horkas ponerima

belanjs Ban®ou yuig sudah diproses

tay diterbitkan gpy - L8-nys,
rims ¢i sershyan ke PPK - SKFD
untuk ditandatangani

15 h&ﬁh&!ﬂ Pengelusran meregister
d

Dokumen SPM LS

16 |Dakuman SPM dan berkss lainnya
yang sudah ditandatangani clsh

Kuasa BLID

Kepala SKPD Terkait, dikirimkan ke

Pembuat 5PM

Diokumen SPM




URAIAN

SEKDA BAG.

SKPD TEKNIS

BENDAHARA
PENGELUARAN
SKPD

BUHAD [(KUASA
BUD)

2

Kuass BUD menerbitkan SP2D

-]

Dok 5Py
it calarigide ki

10

J s i

Kuasa BUD ThangCtorinam dan
menyerahkan 3P2D ke Bank.

Bank melakukan petcairian Dana

19 _w.z_p.ﬁ_g 8P20 TR gitarima,

20 |Bank msmbuat Nota Dabet dan

|kernudian manitranaefer URNE ke

Rekening Pensrima Belunja Bansos.

21

22

|kepada Bupati dari dana Bantuan,

Soeial diterima melalui SKPD terkait




B. BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

NO

URAIAN

PEMOHON

BUPATI

BEKDA BAG. KESRA

EKPD TEKNIS

TAPD

KEPALA BPHAD

INEPEKTORAT

BENDAHARA
PENGELUARAN
BPHAD

BIKAD
(KUABA BUD)

BANE

2

3

9

1t

il

12

—
Individu, kéjparge ganjatan
masylaknt vang memenuhi
persyRTatan dan/ataa pejabat
vl harwenang dapat
gajuikan Usulan tertutis
kepada Bupat

WWE«F: Kescjahteraan Rakyal
Setda danfatay SKPD yang
En.svﬁn:n_ E&:-Erbb rekap
penerima pgntuan sosial dan

meneruskan ke SKPD Teknia

Sagan Keers Metsleo

Pangarter utih
diterusian e SKPD

|SKPD teknin melakukmn
vorifikasi dan evalue_
keabsahan dan kel pan
|[persyaratan pantuad®hia
an besaran niisi yang skap
diberilan

BEPC rrowlabubary
Yorlus & whms
iovabaahan d
Nelngiaipingn
Porasysratan
Saniuat cual

Haail evaluas: berups
rekomendasi da , [ saran nilai
yang dkan diberiy, o
sampaikan & Bupat
by Raya melalni Sekda
Untuk mendapat perastuiuan
Bupsaii

Pony. Aot

dberainang skan

Perirhitan Nota Bupati
tentang Penetapal bosaran
nilai penerima banscs

Nita Fuped 488




nO URAJAN PEMOHON SEKDA BAG. KEERA BKPD TEKNIS KEPALA BPEAD INBPFEKTORAT
[KUASA ugw

1 2 3 ] []
6 |Apabila Bupati sudah

menetapkan besaran nilat

Petierima bantuan sosia)

_w_:vwm mondisposisikan ke

BPEAD Holn Bupall e

penenitsaan Benk

tas besaran pemberian
Bantuan Sowial BPKAD

? _Wﬁ.n_i.: menerima Nota Hupati

mengajukan permohonan
Review kepads Inspektora:

BE
PENGELUARAN

3 |lospekiorat mengeluarkiag

tasi] Review diserahkan ke
BPKAD

3 BERAD .

SK Belanja Tidak Terdaga dan
Besaran Nilai Penerima

10 |5

BFSCALY man gyl
HOTA ]

SEKDA wwisk TAPD

BPIAL mengapien
HOTA pancaimn ke




NO URAIAN PFEMOHON BUPATI SEKDA BAG. KESRA SKPD TEKNIS TAPD KEPALA BFKAD INSPEKTORAT PENGELUARAN BIKAD BANK
BPKAD {KUASA BUD)
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12
13 mnsE Nots ?En ats
p Do truset Poncaran
e, Sowal
Kepala mv__g ey akan ke Burrtirn
mﬂi&ﬁi Suwa:gaﬂm.
y\w.. gk dit - o, SPP,
._bb._ @ yang ditr  gier _ _
ke rekening SKPD Pengusul S0
Kalongiapan ﬂ
A.v
14 Llika proposal Penenma
cogwu bantuan sosial
, maka .y jcan SPP
P ich Bengst¥™ Poposl
?:ﬁ.ﬁas SKPD an jicn | Sombet Proaes SPP.LS
]




BENDAHARA RPEAD
NO URAIAN PEMOHON BUPATI SEKDA BAG. KESRA 8KPD TEKNIS TAFD KEPALA BPEAD INSPEKTORAT PERGELUARAN d BANK
BPKAD {KUASA BUD)
1 2 3 4 5 6 i 8 ) 10 1 12
Bendahara Pengeluaran
15
meregister dokumen SPP - LS Proses SPPLS
dan mengarsipkan berkas -
penerima belanja Bansos yang |_
sudah diproses atau H
itkan SPP - LS-nya, I
berkas di serahkan ke PPK - 5 Dokuman
|SKPD mn_._.ﬁ e \I—
16 |Dokumen SPM dan berkas
lainnya yg sudah Pembuat SPM
ditandatangani oleh Kepala
BPKAD, di kirimkan ke Kuasa
BUD. Dana ditransfer ke
rekening SKPD Pengusul
Dokuman SPM
ditandntangen ka,
BPKAD walslu PPKO ‘4
17 |Kuasa BUD menerbitkan _r
|sp2D 30 P, S8 _
18 |Kuasa BUD mengotorisasi dan
menyerahkan SP2D ke Bank.
roritas
SP2D
.I||_llll.l..l|.|_




URAIAN

PEMOHON

BUPATI

TAPD KEPALA BPKAD INSPEKTORAT

BENDAHARA
PENGELUARAN
BPKAD

BFEAD
[KUASA BUD)

BANK

2

10

11

Berdazayian 8F2D yang
diteriina, Hank melakukan
pencairkan Dann

SPR0

Pencairan Dany

Bank membuat Nota Debet
dan kemudian mentrg pafeyr
uang ke Rekening Penetima
Belanje bantuan sosial.

21

Penetima belanjs bagruan
sotial herta R ngjawab, baik
ormal maupun maeril atas
penggunaan belanja banwan
sowial yang diterima

l

i

Laporan Penggunaat! Belanja
bantuan sosial disampaikan
oleh penerima belafija bantygrn
sosial kepada Bupati melalui
I1SKPD 1erkait

%

il

Diundangkan di Sungai Ray;

SE S DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Yus IZAM

BERITA DRERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020 NOMOR...104.

TI KUBU RAYA,




